GUBERNUE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUER DAERAI ISTIMEWA YOOYAKARTA

NOMOR & THHUN 202|

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOOYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG
KEDDUKAN, SUSUNAN ORGANTISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KEFJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Menimbang

a,

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOOYAKARTA,

bahwa tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset telah diatur dalam Peraturan Gubernar
Dacrah Istimewa Yogyalkarta Nomor 76 Tahun 2018
rentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan
dan  Aset  scbapaimana telah  diubah  dengan
Peraturan Gubemur Daerah [stmewa Yogvakarta
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Tstimewa Yogvakarta
Nomor TH Tahun 2018 tentang RKedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset;

bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan lungs
Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap tugas dan fungsi Badan Pengelola
Keuanpan dan Aset;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubermur tentang
Perubahan Kedua Alas Peraturan Gubernur Dacrah
Istirmews Yogvakarta Nomor V6 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs:,
flant Tala Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Asel;

Pasal 18 avat [6) Undang Undang Dasar Negara
Fepublik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah lstimewa Jogjakarta (Berita
Negara Hepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3]
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakiar
dengan Undang-Undsng Nomor 9 Tahun 1955
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo.
Nomor 19 Tahun 19530 tentang Pembentukan
Daerah  Istimews  Jopjakarta (Lembaran  Negara
FRepublik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah IstiTnewsa Yopyvakaria
(Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2012
Momor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
[Indomesia Nomor 3339}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahan 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repullik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah divbah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera
(Lembaran MNegara Hepublik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Momor 657 3);



Menetaphkan

3. Peraturan Permerintah Nomor 31 Tahun 1950
tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1930 tentang Pembentukan Provinsi Djawa
Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pemmbentukan Daerah Istimewa Jogjalarta,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provins: Dijawa Tengah, dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 19530 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Barail [Berita Negara
Republilk Indonesia Tahun 1950 Naomor 58);

6, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Eclembagaan Pemerintah Daerah Daerah [stimewa
Yopyvakarta [Lembaran Deerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor Y, Tambahan
Lembaran Dacerah Dacrah [stimewa Yogvalkarta
Momor 7;

T, Peraturan Gubermmur Daerah Istmewa Yoprvaliarta
Nomor %6 Tahun 2018 tentang Kedudulkan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset (Berita Dacrah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 76)
sebagaimana  ftelah  diubah  dengan  Peraiuran
Gubernur Daerah Istimews Yogvakarta Nomor 12
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  Peraturan
Gubernur Daerabh Istimewa Yogvakarta Nomor 76
Tahun 2018  tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas. Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan dan Asel (Berita Daesrah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomeor 12}

MEMUTUSKAN,
PERATURAN GURERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 7& TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
AN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET,



Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, SBusunan Organisasi, Tugas, Fuhgsi, dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Asel (Berita
Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2018
Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset (Berita Daerah Daerah Istimews
Yogvakarta Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai
berikut.
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h diubah,
sehingea Pasal 3 berbunyi sebagal berikut;
Pasal 3
(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
a. Kepala Badan;
h. Sekretarial, terdiri atas:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum.
c. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri
atas:
1. Subbidang Pajak Daerah;
2. Subbidang Ketribusi Daerah; dan
3. Subbidang Pendapatan Lain-lam dan
Dana Transter.

d. Bidang Anggaran Belanja, terdiri atas:

1. Subbidang Anggaran Belanja
Pemerintahan;
2. Subbidang Anggaran Belanja

Perekonomian;



3. Subbidang Anggaran Belanja
Fisik dan Sarana Prasarana; dan

4. Subbidang Anggaran Belanja Sosial
Budaya.

e, Bidang Pengelola Kas Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Pengelola Kas
Pemernntahan;

2. Subbidang Pengelola Kas
Perekonomian;

3. Subbidang Pengelola Kas Fisik dan
Sarana Prasarana; dan

4. Bubbidang Pengelola Kas  Sosial

f

Budaya.

Bidang Bina Administrasi Keuangan
Daerah, terdiri atas:
1,

Subbidang Bina Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
Subbidang Bina Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

. Subbidang Bina Administrasi Badan

Usaha Milik Daerah.

g, Bidang Akuntana, terdir atas:

1.

Subbidang Akuntansi
Pertanggungawaban Pemernntahan;
Subbidang Alkuntansi
Pertanggungjawaban Perekonomian;
Subbidang Akuntansi
Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana

Prasarana, dan

. Bubbidang Aluntansi

Pertanggungjawaban Sosial Budaya.

h.Bidang Pengelola Barang Milik Daerah,
terdiri atas:

1.

Subhbidang Perencanaan dan

Penatausahaan Barang Milik Daerah;



2, Subbidang Pendayagunaan dan
Pengameanan Barang Milik Daerah;
dan

3, Bubbidang Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah.

i. Unit Pelaksana Telkmis; dan
j. Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 23 avat (2) diubah dengan

ketentuan:

a. huruf b diubah;

I, diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 2 (duaj
huruf vaitu huraf b.1 dan b.2; dan

e, huruf e dihapus;

sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Bidang Arggaran Belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan anggaran belanja
untuk meningkatkan ketepatan dalam
penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan
flan Belanja Daerah dan rencana perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
kesesuaian  program  dan  kegiatan  antara
kebijakan umum anggaran program  pHoritas
anggaran sementara dan Anggaran Pendapalan
dan Belanja Daerah.

{2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Bidang Anggaran
Belanja mempunyai fungsi:

A. PENVLSUTAT rencana  kermja  Bidang
Anggaran Belama;

b. penviapan bahan rumusan kebijakan teknis
bidang pengelolaan anggaran belanja dan

standar belanja;



b.1

penvusunan  Kebijjakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Program Priontas Anggaran Sementara/
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Program Proritas Anggaran Sementara
Perubahan (KUA PPAS /KUPA PPASPE);

b.2 koordinas: penyusunan EREREA SKPD dan

atau RKAP SKPDy;

penyusunan rancangan Angpgaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

penyusunan rancangan bahan
penghantaran dan nota keuangan Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah dan
perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

dihapus;

pemantauan, evaluas, dan  penyusunan
laporan program Bidang Anggaran Belanja;
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesual dengan tugas dan fungsi

Badan.

Kerentuan Pasal 25 ayat (2] diubah dengan

ketentuan

a. hurul b diubah;

b. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 2 (dua)

huruf yaitu huruf b, 1 dan b.2; dan

e, hurufl d, e dan T dihapus;

schingga Pasal 25 berbunyi sehagai berikut:

Pasal 25

(1) Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan

schagaimana  dimaksud dalam Pasal 24

mempunyvai tugas melaksanalan pengelolasn

anggaran belanja di bidang pemermtahan,



(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}, Subbidang Anggaran

Belanja Pemerintahan mempunyal fungsi:

=

penvusunan rencana kerja Subbidang
Angparan Belanja Pemerintahan;

penviapan fasibitasi kebijakan  teknis
pengelolaan anggaran  belanja  dan
penvusunan standar belanja di bidang

pernerintahan;

b1 penyvusunan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belamja Daerah dan
Program Prioritas Anggaran Sementara/
Kebijjakan Umum Perubahan Anggaran
Program Prioritas Anggaran Sementara
Perubahan {KUA PPAS/KUPA PPASF) di

bidang pemerintahan;

b.2 penyiapan bahan penvusunan RKA SKPD

S T - ¥

dan atau REKAFP BSKFPD di bidang
pemerintahan;

penyusunan rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang pemerintahan;
dihapus;

dihapus;

dihapus;

penviapan bahan penghaniaran dan
nota keuangan Anggaran Pendapatan
dan Pelanja Daersh di  bidang
pemerintahan;

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan kegiatan Subbidang Anggaran
Belanja Pemerintahan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan.



Ketentuan Pasal 27 avat (2) diubah dengan

ketentuan:
a. huruf b diubakh;
b. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 2 {dua)

huruf vaitu huruf b. 1 dan H.2; dan

c. hurufd, e, dan f dihapus;
schingga Pasal 27 berbunyi sebagai herilkut:

Pasal 27

(1} Subbidang Anggaran Belanja Perckonomian

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayar (1]
huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Anggaran Belanja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada avat (1}, Subbidang Anggaran

Belanja Perekonomian mempunyai fungsi:

.

k.1

penyusunan rencana kerja Subbidang
Anggaran Belanja Perekonomian;
penviapan fasilitasi  kebijakan telmis
pengelolaan  anggaran  belanja  dan
penyusunan standar belanja di bidang
perekonomian;

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan «dan Belanja Daerah dan
Programn Priontas Anggaran Sementara/
kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Program Proritas Anggaran Sementara
Perubahan [(KUA PPAS/KUPA PPASPF] &

bidang perekonorman;

b.2 penyiapan bahan penyusunan RKA SKPD

d.

dan atau REKAP SKPD di hidang
perekonomian;

PenyUSUnan TETCANA Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
perubzhan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang perekonomian;
dihapus;



¢, dihapus,

f. dihapus;

g. penyiapan bahan penghantaran dan nota
keuangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di lndang perekonomian,

h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan kegiatan Subladang Anggaran
Belanja Perekonomian; dan

i, pelaksanaan tugas lain vang diberikan
oleh atasan sesuai dengan  tugas dan
fungsi Badan.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2] diubah dengan

ketentuan

1. huruf by diubah;

2. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 2 {dusa)

hurufl yaitu huruf b.1 dan b.2;
3. hurufd, e dan f dihapus;
sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29

(1] Subbidanp Angparan Belanja Fisik dan Sarana
Prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 mempunvai tugas melaksanakan
pengelolaan anggaran belanja di bidang fisik
dan sarana prasarana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sechagaimana
dimaksud pada ayat {1], Subbidang Anggaran
Belanja Fisik dan Sarana [Prasarana
mempunyal fungsi
a. penvusunan rencana kerja Subbidang

Anggaran Belanja Fisik dan Sarana
Prasarand;

h. penviapan fasilitasi kebijakan teknis

pengelolaan  anggaran  belamja  dan
penyusunan standar belanja di bidang

fisilt dan sarana prasarana;



b.1 penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Program Prioritas Anggaran Sementara/
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Program Prioritas Anggaran Sementara
Perubahan [KUA PPAS/KUPA FPPARP) di
bidang fisik dan sarana prasarana;

b.2 penviapan bahan penyvusunan EKA SKPD
dan atau RKAP SKPD di bidang fisik dan
sarana prasarana;

£, PEMyUSUnAan TENCANA Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  dan
perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang fisik  dan

Sollela Prasararida,

d. dihapus;
e, dihapus;
f. dihapus;

g.  penyiapan bahan penghantaran dan
nota  keuangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan perubahan
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja
Daerah di bidang fisik dan sarana
Prasarans;

h. pemsntauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan kegiatan Sublbadang Anggaran
Belanja Fisik dan Sarana Prasarana; dan

i, pelaksanaan tugas lain yvang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tupgas dan
Murngai Badan.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2] diubah dengan

ketentuan:

a. huruf b diubah:

b, diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 2 {dua)
huruf vaitu huruf b.1 dan b.2;

c. hurufd, ¢ dan f dihapus;

sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:



Mazal 31

(1} Subbidang Anggaran Belanja Sosial Budaya

(2]

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
anggaran belanja di bidang sosial budaya.
Untuk imelaksanakan {ugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Subbidang Anggarar
Belanja Sosial Budaya mempunyai fungsi:

g, penyusunan rencana kerja  Subbidang
Anggaran Belanja Sosial Budaya;

b. penyiapan fasilitasi  kebijakan  teknis
pengelolaan  anggaran  belanja  dan
penyusunan standar belanja di bidang
sogial budayva;

b1 penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan  Belanja  Daerah  dan
Program Prioritas Anggaran Sementara/
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
FProgram Proritas Anggaran Sementara
Perubahan (KUA PPAS/KUPA PPASP di
bidang sosial budaya;

b.2 penyiapan bahan penyusunan RKA SKPD
dan atau RKAP SKPD di bidang sosial
budaya;

C. penyusunan rencana Anggaran
I'endapatan dan Belanja Daerah dan
perubahan  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang sosial budaya;

d. dihapus;

e. dihapus;

f. dihapus;

g penyiapan bahan penghantaran dan nota
keuangan Anpgaran  Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang sosial budava;

h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan  kegiatan Subbidang Angparan
Belamja Sosial Budaya; dan



1. pelaksanaan tugas lain vang dibenkan
oleh  atasan sesuai dengan tugas dan

fungsi Badan.

ketentuan Pasal 33 ayat (2] diubah dengan

kertentuan:

a. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 3 (tga)

huruf vaitu huruf b.1, b.2 dan h.3;

b, huruf e diubah;
schingga Pasal 33 berbunyvi sebagai berikut:

{1}

(2)

Pasal 33

Bidang Pengelola Kas Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 mempunyail

tugas melaksanakan pengelolaan kas

daerah unmuk meningkatkan keakuratan

dalam penatausahaan keuangan daerah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada avat (1), Bidang Pengelola

Kas Daerah mempunyai fungsi:

A penyusunan rencana kerja Bidang
Pengelola Kas Daerah;

b. penyiapan bahan rumusan kebijjalkan
teknis bidang pengelola kas daerah;

b.1  pelaksanaan koordinasi pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran |DPPA) SKPL,;

h.2 penyusunan anggaran kas dan
Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;

b.3 pelaksanaan koordinas  pencerbitan
SPD;

. penvusunan kebutuhan gaji pegawai
negeri sipil;

d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan
potongan pihak ketiga;

e, pelaksanaan koordinasi  pencatatan
penerimaan dan pelaksanaan

pengeluaran atas beban kas daerah;



penerbitan surat perintah pencairan
dana (SP20;

£, pengendalian pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. pemantauan. evaluasi, dan
Penyusunan laporan program Bidang
Pengelola Kas Daerah; dan

1, pelaksanaan tugas lain Vang
diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan,

Ketentuan Pasal 35 ayat (2] diubah dengan
ketentuan:
a. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 3 [tiga)
huruf yaitu huruf b.1, b.2 dan b.3;
b, hurufe diubah;
schingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
(1] BSubbidang Pengelola Kas Pemerintahan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34
mempunyai tgas melaksanakan urisan
pengelolaan kas di idang pemerintahan.
(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Subbidang
Pengelola Kas Pemerntahan mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana kerja
Subbidang Pengelola Kas
Pemerintahann;

b. penyiapan fasilitasi  kebijjakan
teknis  pengelola kas di bidang
pemerintahan;

b.1  pelaksanaan koordinasi pengesahan
Dolumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DFPA) SKPD  di  hidang

pemerintahan;



h.2

penyiapan  bahan  penyusunan
ANEEAran kas dan surat
Penyediaan Dana (SPD) SKPD di
bidang pemerintahat;

poenyviapan pelaksanaan koordinasi

penerbitan SPD di hidang
pemenintahan;
pencatatan peneritmaan,

penatausahaan, dan pengendalian
pengeluaran atas beban rekening
lkkas daerah oleh bank yvang
ditunjul di bidang pemerintahan;
penghimpunan data gajl pegawal
negeri sipil DIY beserta
tunjangannya  pada  pengguna
anggaran /kuasa PETIERUNIA
anggaran, potongan pihak ketiga
vang terdiri atas iuran wajib
pegawai, tabungan perumahan,
dan iuran Pemerintah Daerah di
bidang pemerintahan;

pengujian atas tagihan pihak ketiga
dan surat perintah membayar yang
diajulan oleh pengeuna
anggaran /luasa pengEuna
anggaran atas beban rekening kas
daerah di bidang pemernintahan:
penyiapan bahan penolakan sural
perintah membayar dan draft surat
perintah pencairan dana di bidang
pemerintahan;

pengendalian pelaksanaan realisasi
keuangan Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah di  bidang
pemerintahan;

POMTOSESATL surat keterangan

pemberhentian pembayaran;



ketentuan

ketentuan:

Penvusunan laporan realisasi
pendapatan dan pengeluaran
Angoaran Pendapatan dan Belamja
Daerah secara berkala di bidang
pemernntahan;

pPemAantauan, evaluasi, dan
pPenyusunan laporan kegiatan
Subbidang Pengelola Kas
Pemerintahan; dan

pelaksanaan tugas lain yang
diberilkkan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 37 ayat (2] diubah dengan

a. diantara huruf b dan huruaf ¢ disisipkan 3 (tiga)

huruf yaitu buruf b1, B.2 dan b.3; dan
b. huruf ¢ diubah;
sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikur:

(1)

(<)

Pasal 37

Subbidang Pengelola Kas Perckonomiat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

mempunyal tugas melaksanakan urusan

pengelolaan kas di bidang perekonomian.

Uniuk melaksanalkan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbidang
Pengelola Kas Perekonomian mempunyai

fungsi:

a. PETLV U SUTIAT rencansg kerja
Subbidang Pengelola Kas
Perekonomian;

penyiapan fasilitasi kebijakan
teknis pengelola kas di bidang

perekonomian;



b.2

pelaksanaan koordinasi pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA} SKPD di bidang
perckonomian;

penviapan  bahan  penyuasunan

ANEEATan kas dan Surat
Penvediaan Dama (SPD) SKFPD di
bidang perelkonomian;

b.3 penyviapan pclaksanaan koordinasi
penerbitan SPD di bidang
perekonomian;
pencatatan penerimasn,

d.

penatausahaan, dan pengendabian
pengeluaran atas beban rekening
kas daerah oleh bank wvang
ditunjuk di bidang perekonomian;
penghimpunan data gaji pegawai
negeri sipil DY beserta
tunjangannya  pada  perangkat
dacrah, potongan pihak ketiga vang
terdiri atas iuaran wajib pegawai,
tabungan perumahan, dan iuran
Pemerintah Daerah di  bidang
perekonomian;

pengujian atas tagihan pihals ketiga
dan surat perintah membayar yang
digjukan oleh Pengguna
anggaran/kuasa pengguna
anggparan atas beban rekening kas
dacrah di hidang perekonomian;
penyiapan bahan penolakan surat
perintah membayar, surat perintah
PENCAITAT dana di bidang

perckonomian;



=8 pengendalian pelaksanaan realisasi
keuangan Anggaran Pendapatan
dan BRBelanja Daerah di bidang
perckonomian ;

h. pemrosesan surat lketerangan
pemberhentian pembayaran;

i, PEnyUSunan laporan realisasi
pendapatan dan pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah secara berkala di bidang
perekonormian;

¢ pemantauan, evaluas, dan
POTIYL SUTATD laporan kegiatan
subbidang Pengelola Kas
Perekonomian; dan

lc. pelaksanaan tugas lain yang
diberilkan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsi Badan.

10. Ketentuan Pasal 39 avat (2] diubah dengan

ketentuan:
a. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 3 [tiga]

huruf yaitu huraf b1, h.2 dan b.3;
b. huruf ¢ diubah;
sehingea Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

i)

(2]

Pasal 39

Subbidang Pengelola Kas Fisik dan
Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 38 mempunyal tugas
melaksanakan pengelolasn kas di bhidang
fizik dan sarana prasarana.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Subbidang
Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana
mempunyai fungsi:
a4, penyusunan rencana kerja Subbidang

Pengelola Kas Fisik dan  Sarana

Prasarana;


















































































